
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CiANJUR,

: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerl'a Unit Organisasi
di Lingkungan Satuan Polisi Pamong PrAja dan Pemadarn
Kebakaran Kabupaten Cianjur;

Mengrngat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Repr"rblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Irlomor 5887);

Feraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabr.rpateg Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2AL6 Nomor 8);

: 1.

2.

3.

4.
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5. Peratura,n Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2Ot6 tentang
Keduclukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2OL6 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

McnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

. KEBAKA,RAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati. ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adatrah Pemerintah Kabupaten cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten cianjur
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur

yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

6. Kepala Satuan adalah Kepaia Satuan Polisi Pamong Prqla dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Cianjur.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Cianjur.

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadarn Kebakaran Kabupaten Cianjur.

9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Satuan
Polisi Pamong Pra,ia dan Pemadam Kebakaran Kabupaten cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di Lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten cianjur.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja
pada Satuan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Cianjur yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka rnendukung kelancaran tugas- dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja da.n Pemadam Kebakaran Kabupaten
Cianjur.
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{1)

(2t

BAB II
KEDI-IDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kedudukan
pasal 2

satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusanpemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perrindunganmasyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.

Satpol PP dan Damkar sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinoleh Kepala satuan yan g berteauaukan. di bawah- dan uJrtarigiungi awabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagran Kedua

T\rgas dan Fungsi

Pasal 3
(1) satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalammelaksanakan urusan pemerin-tah"n v*g menjadi kewenangan daerahdan tugas pembantuan di bidang ketlntJraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertibanumum dan sub urusan kebakaran.
(2) Satpol PP dan Darnkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusam kebijakan di bidang perencana€Ln, pelaksanaan,pembinaan, evaluasi dan lapoian penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah bidang ketenteraman, keterliLan umum 6anperlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum dan sub Llrusan kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan urusarr pemerintahan daerah bidang
ketenteram€ul, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, su6urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan
kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Satpol PP dan Damkar sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

d- pelaksanaan ad,ministrasi Satpol PP dan Damkar dan pelayanan
umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan pirrrrar.rrg-
undangan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu

IJnsur-Unsqr Organisasi

Pasal 4
unsur-unsur organisasi satpor pp dan Damkar terdiri atas:
a. Unsur pimpinan adalah Kepala;
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b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris.

c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas:
a. Kepala.
b. Sekretariat, membawahkan: .

1. Subbagtan Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum d.an
Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Pen5ruluhan dan Keg'a sama;
2. Seksi Operasi Pengendalian Lapangan;
3. Seksi Penyeli.dikan, Penyidikan dan penindakan.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan sumber Daya Aparatur,
membawahkan:
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
3. Seksi Pengawasan Internal Aparatur.

e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
2. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
3. Seksi Logistik dan Peralatan.

f. UPT.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 6

(1) Kepala Satuan rnempun;rai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban
umum dan sub uflrsan kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L), Kepala
Satuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan 

"Rencana 
Strategis (Renstra), Rencana

Ke{a Tahunan (RKT), Dokuiren Pelaksanaan Anggaran (DpA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol PP dan
Damkar;



5

(1)

(2t

b. penyusunan dan penetapan l.a.poran Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ),
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satpol PP
dan Damkar;

c. pen5rusunan dan penetapan laporan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum;

d. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban
umum dan suburusan kebakaran;

e. pen5telenggaraan urusan pemeriritahan dan pelayanan teknis
operasional bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub
urusan kebakaran;

f. penyelenggaraarl pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara,
rumah tangga, dan penatausahaan Satpol PP dan Damkar;

g. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban
umum dan sub urusa-n kebakaran;

h. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap
pengelolaan UPT.

i. pelaksanaan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh Bupati sesuai
d engan bidang tugasnya"

Bagan Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program,
evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan urnum, perlengkapan,
kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Setrrretariat;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta
kegiatan dan anggaran Satpol PP dan Damkar;

c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
umum pemerintah daerah di, bidang ketentraman, ketdrtiban umum
dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan
keterLiban umum dan subuflrsan kebakaran.

d. pengelolaan uru$an administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

(3)
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e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan
bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentu an dan / atau peratu ran perundan g- undan gan ;

g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar;

h. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar sesuai
dengan ketentuan dan/ atau peratura:r perundang-undangan ;

i. pelaksanaan flasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Satpol
PP dan Damkar;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

S elaetariat membar,vahkan :

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Subbagran Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (U mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Satpol PP dan Damkar.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud pada ayat {21, Kepala
Subbagian Perencarraan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Satpol PP dan Damkar;
c. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol PP dan Damkar;

d. penyiapan dan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Satpol PP
dan Damkar;

e. penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan
pertanggungjawaban kegiatan Satpol PP dan Damkar;

f. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan pem.erintahan bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan
ketertiban umurn;



g. penyusulran dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (Spp);
h. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

i. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Satpol PP dan Damkar;

j. penyiapan bahan peiaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan Satpol PP dan Damkar;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
di lingkungan Subbagian Perencanaan;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subhagian Keuangan

Pasal 9

(1) Subbagan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan dan penyusunall rencana arlggaran pendapatan

dan belanja tidak langsung serta belanja langsung;
c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan

anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsun.g;
d. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan

daerah serta pembayarannya;
e. pelaksanaa,n perlelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) pengadaaa barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

f. pelaksanaan penelidan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
gaji dan tunjangan Pega.wai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya
yang ditetapkan sesuai d.engan ketentuan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

g. penghimpuna.n dan penyiapaq bahan penyusunan konsep Keputusan
Kepala tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu
Bendahara;
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h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;
pelaksanaan. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan 

;j. penJrusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan ierta inventaris
Satpol PP dan Damkar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-und.angan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbagian Keuangan;
pelaksanaan eval uasi dan pelaporan. kegiatan subbagian Keuangan ;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 1O

subbagian urnum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan
urusan surat men5rurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi,
pengelolaan urLlsar rumah. tangga dan perlengkapan kantor,
penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi,
serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan
fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2), Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. perurusunan rencana kegiatan subbagian umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan

protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit
kerja;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan satpol pp dan
Damkar;

d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/
pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan
mengikuti ujian dirras dan ijin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul
kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri sipil,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul
kebutuhan formasi, mutasi/penernpatan staf, pembinaan pegawai,
Kenaikan Gaji Berkala {KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi
kepegawaian; ,,

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan, keter:tiba.n, dan keindahan) dan perlengkapan kantor di
lingkungan Satpol PP dan Damkar;

k.

1.

m.

(1)

(2t

(3)
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t.

J.

k.

h. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan ;

penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokumentasi Satpol PP dan Damkar;
pelaksanaan fasilitasi penitaian prestasi kerja di lingkungan Satpol
PP dan Damkar;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi ke{a
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbagian
Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian.

m. pelaksanaalt tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah,
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 11

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.
Kepa1a Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasiiitasi
pelaksanaan pembinaan tela:is bidang penegakan peraturan perundang-
undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunarl progranr keda dan rencana anggaran Bidang Penegakan

Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. penyiapan dan penyqiian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan
daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penegakan peraturan
perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungarl Satpol PP dan Damkar/atau lembaga lain yang terkait
dengan tugas bidang penegakan peraturan perundang-undangan
daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

f. pelaksanaan pelayanan unrLm di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan daerah, keterliban umum dan ketentraman
masyarakat;

1.

(1)

{21

(3)
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(21

(3)

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban
Umum dan Ketentrannan Masyarakat;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahkan:
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasama;
b. Seksi Operasi Pengendalian Lapangan;
c. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasarna

Pasal 12

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasama dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
pembinaan, pengarrasan, penyuluhan dan kerja sama bidang penegakan
peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasama
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan $eksi Pembinaan, Pengawasan,
Penyuluhan dan Kerjasama;

b. penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan serta kerja sama penegakan peraturan perundang-
undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta kerja
sarna penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

d. pelaksanaan hubungan kerja sarna dengan instansi terkait dalam
rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama
penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

e. pen5rusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perizinan serta
sosialisasi pelayanan umum di bidang keterliban umum dan
ketentraman masyarakat;

f. pelaksanaan kerjasama operasional pengamanan dan penjagaan
sarana" dan prasarana aset pemerintah daerah dh.lam rangka
menunjang ketentrarnal:t dan ketertiban umum daerah;

g. pelaksanaan keq'a sama operasional bidang ketertiban umum dan
ketentraman rnasyarakat, serta pengawasan dan penertiban terhadap
aset daerah;
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pembi.naan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasama;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan,
Pengawasan, Penyuluhan dan Kerja sama;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Operasi Pengendalian Lapangan

Pasal 13 
,

(1) Seksi Operasi Fengendalian l,apangan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, rrengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
operasional operasi pengendalian lapangan, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepata
Seksi Operasi Pengendalian Lapangtrn menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi Pengendalian Lapangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan operasi dan penertiban umum dalam

rangka menegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi

pengendalian lapangan, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas
kepala daerah, tamu pennerintah daerah dan tamu negara;

e. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan

operasional pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan
daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

g. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang
kelancaran pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan
daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Operasi Pengendalian Lapangan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi
Pengendalian Lapangan;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penyelidikan, Pepyidikan dan Penindakan 
'

Pasal 14

(1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
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(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan
dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala
Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan

Penindakan;
b. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukurn daerah lainnya;
c. pelaksanaan koordinasi d.engan aparat terkait dalam melaksanakan

penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan
Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

d. pelaksanaan tata administrasi penyelidikan, penyidikan dan
penindakan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian
pelanggaran perattrran perundang-undangan daerah, ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

e. pengumpulan barang bukti, penyegelan dan pembongkaran terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

f. pelaksanaan memonitor tindak lanjut hasil penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

g. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengelolaan administrasi
Penyidik Pega.wai Negeri Sipil (PPNS);

h. pelaksanaan pernbinaan peningkatan dan pengembangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan penindakan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyelidikan,
Penyidikan dan Pe.nindakan;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Masyarakat dan sumber Daya Aparatur
Pasal 15

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan dalam memirnpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tr-lgas-tugas di bidang perlindungan masyarakat dan
sumber daya aparatur dan yang meliputi pengelolaan sumber daya
aparatur Satuan Polisi Pamorlg Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.

(1)

(21
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur
menyelenggarakan fun gsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Pertrindungan Masyarakat dan sumber Daya Aparatur;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan lebijakan teknis
dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja,

anggota perlindungan masyarakat serta petugas pemadam

kebakaran;
c. penyiapan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi Polisi

pa"iottg Frqia, anggota Perlindungan Masyarakat dan Petugas
Pemhdam Kebakaran;

d. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan

sumber -Aaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, Polisi
pamong Fraja, Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiagaan dan
penanggulangan bencana serta ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

e. peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungc.n masyarakat,
Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam
kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketertiban umum dan
ketentraman masYarakat; .

f. penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan
masyarakat, Polisi. Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran
dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi
dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di tingtcungan Satpol PP dan Damkar/atau lembaga lain yang terkait
bidang tugas Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi ke{a
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perlindungan
Masyarakat dan Surnber Daya Aparatur;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggaratrran fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur
membawahkan:
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
c. Seksi Pengawasan Internal Aparatur.

Paragraf 1

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

(1) Seksi Satuan Periindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
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(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencanai<an, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Sa[uan Perlindun[an
masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat (21, Kepala
seksi satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan lungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan seksi satuan perlindungan
Masyarakat;

b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan
masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan
gangguan ketertiban um.um dan ketbntraman masyarakaq

c. pelaksanaan rnediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan
perlindungan masyarakat dalam penarlggulangan bencana serta
pena.nganan gangguan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat;

d. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat
dalam upaya pena-rlggulangan bencana;

e. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana
serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

f. pelaksanaan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
penyelenggaraan pemilihan umum meliputi pemilihan presiden,
legislatif dan kepala daerah/wakil kepala daerah;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi satuan
Perlindungan Masyarakat ;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional

Pasal 17

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencaJlakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, rnengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelatihan dasar dan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong kaja, anggota
perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi:
a. pen;rusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis

Fungsional; $

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan peningkatan
kapasitas srlmber daya aparatur dasar Po1isi Pamong Praja dan
anggota Perlindungan Ma.syarakat dan petugas pemadam kebakaran;

(3)

(1)

(21

(3)
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d.

1.

pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan peiatihan
dasar, pelatiham teknis fungsional dan peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja, anggota perlindungan
Masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
pelaksanaan koordinasi, kerjasama pelatihan dasar dan peningkatan
kemampuan, wawasan serta penyegaran Polisi pamong prEa, anggota
Perlindungan Masyarakat, petugas pemadam kebakaran dan petugas
Pengamanan di iingkungan perangkat daerah;
penyiapan dan pengaturan personil yang akan mengikuti pelatihan
dasar dan teknis fungsional Polisi Pamong Praja, anggota
Perlindungan Masyarakat, petugas pemadam kebakaran;
pengelolaan data Polisi Pamong. Praja, anggota perlindungan
masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;
pelaksanaan monitoring, eva.luasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar
dan Teknis lrungsional;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang d.iberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Internal Aparatur

Pasal 18

Seksi Pengawasan Internal Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin pelaksanaan pengawasan
internal aparatur Polisi Pamong Praja, anggota Perlindungan Masyarakat,
dan petugas pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
Seksi Pengawasan Internal Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Internal Aparatur;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan internal aparatur Polisi

Pamong Praja, angSgota Perlindungan Masyarakat, petugas pernadam
kebakaran;

c. pelaksanaan pengawasan internal aparatur Polisi Pamong Praja,
anggota Perlindungan Masyarakat, petugas pemadam kebakaran;

d. penyusunan berita acara pemeriksaan internal aparatur Polisi
Pamong Praja, anggota Perlindungan Masyarakat, petugas pemadam
kebakaran;

e. penyusunan rekornendasi penjatuhan hukuman disiplin bagi
aparatur Polisi Pamong Praja, anggota Perlindungan Masyarakat,
petugas pemadam kebakaran /*S melakukan pelanggaran;

f. penegakan peraturan/kode etik aparatur Polisi Pamong Praja,
anggota Perlindungan Masyarakat, petugas pemadam kebakaran;

g.

h.

(1)

{21

(3)



g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengawasan internal Aparatur;

h. pelaksanaan evaLuasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan
Internal Aparatr.rr;

i. pelaksanaan tugas kedina.san lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 19

(1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Satuan dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaarl kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan
kebakaran, serta penyediaan logistik dan peralatan pemadam kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana a.nggaran Bidang Pemadam

Kebakaran;
b. penyusunan petunjuk teknis di lingkup pemadam kebakaran;
c. pelaksanaan penanggulangan, pencegahan kebakaran dan

penyediaan logistik dan peralatan;
d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

pemadaman kebakaran;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemadaman

kebakaran;
f. pelaksanaan kerjasaula dengan instansi pemerintah maupun swasta

yang berkaitan dengan alat pemadam kebakaraan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Pemadam Kebakaran;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pemadam
Kebakaran;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pemadarn Kebakaran membawahkan:

a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
b. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
c. Seksi Logistik dan Peralatan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Kebakaran

Palal 20

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
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(2) Kepala Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepa1a Bidang dalam memimpin penyiapan pelaksanaan
kegiatan pencegahan kebakaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundan g- undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran;
b. pelaksanaan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan,

pelatihan pemadam kebakaran, perenca.naan, pengadaan,
pemeliharaan, perryusunan dan pemeriksaan kesiapsiagaan sarana,
dan peralata.n pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;

c. pelaksanaan keijasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
yanb berkaitan dengan alat pemadam kebakaraan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pencegahan Kebakaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan
Kebakaran;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tr.rgas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 2 1

(1) Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
penanggulangan kebakaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundan g*unCan gan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat{2), Kepala
Seksi Penanggr-r.langan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran;

b. penyiapan perumusan kebijakan dal fasilitasi pelaksanaan kegiatan
pemadaman dan penanggulangan kebakaran;

c. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemadaman dan
penanggulangan kebakaran ;

d. pela-ksana.an pemadaman dan penanggulangan kebakaran yang
meliputi, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam
rangka pemadaman dan penaggulangan kebakaran;

e. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pemadam
kebakaran;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penanggulangan Kebakaran ;

g. pelaksanaan evahrasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penanggulangan
Kebakaran;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3

Seksi Logistik dan Peralatan

Pasal 22

(1) Seksi logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bid.ang dalam memimpin penyiapan dan penyediaan
Logistik dan Peralatan pemadam kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Logistik dan Feralatan menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan rencana kegiatan Seksi logistik dan Peralatan;
b. pengumpulan dan pengolahan data logistik dan perlengkapan

peralatan kebakaran;
c. pelaksanaan pengeiolaan dan pemeliharaan peralatan, kendaraan

dan perlengkapan pemadam kebakaran;
d. pelaksanaan, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan

dan pemeriksaan kesiapasiagaarl sar€Lna pemadam, mobil kebakaran,
dan peralatan pemadaman;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Logistik dan Peratratan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Logistik dan
Peralatan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 23

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk
UPT.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata keq'a
UPT Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagran Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Pada Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan.

(2) Kelompok Jabata.n Fungsionai mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan

(3) Kelompok jabatan fungsionit terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
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(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Satpol PP dan Darnkar"

{}*ur, tenaga tungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan keburtuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umurn

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Satpol pp aan
Damkar maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan
semua unsur di lingkungan" pemerintah daerah.
sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Satuan.
Kepala Subbagran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab
kepada Sekretaris, dan Kepara seksi bertanggungjawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.

Kepala satuan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan
Kepala Seksi di lingkungan satpol pp dan Damkar wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundan g-undan gan.

Kepala Satuan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Satpol PP dan Damkar bertanggungiawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
Kepala satuan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan
Kepala Seksi di lingkungan Satpol PP dan Damkar wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta
menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas
dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing
dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
maupun sewaktu-waktu.

setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan, sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala subbagian, dan Kepala seksi di lingkungan satpol pp
dan Damkar dari bawahan masing-masing wqjib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan' Iebih lanjut serta
memberikan petr-lnjuk dan atau arahan kepada bawahan.
Kepala satuan menyampaikag-r laporan kepada Bupati metalui
Sekretaris Daerah..

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala
Satuan dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(e)



(1)
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Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 26

Sekretaris mewakili Kepala Satuan dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala Satuan berhalangan melaksanakan
tugasnya.

Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala yang
dimaksud pada ayat (1) Kepala dapat menunjuk salah satu Kepala
Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala sesuai dengan kewenangan
yang dilimpahkan.

Apabila"seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP dan
Damkar berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan
dapat menunjuk seor"ang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Satpol PP dan Damkar berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Pengangkatan dan pernberhentian Kepala serta. para pemangku jabatan
lainnya dalam lingkungan Satpol PP dan Damkar dilakukan sesuai
dengan ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Satuan bertanggungiawab dalam hal perencaraan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian.

(3) Perencanaan, pengeLolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor O8 Tahun zAn tentang Ttrgas, Fungsi dan Tata Kerja Qnit Organisasi
di Lingkungan Satuan Potisi Parnong Praja (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun %OLZ Nomor 1.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlakr.l.
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(3)
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Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Ciarry'ur
pada tanggal I"6 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
16 Desember 2016

ARIS DAERAH
PATEN CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJ{JR TAHUN 2016 NOMOR 62


